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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1908
(l.embaran Negara Republik indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764);

Peraturan Pemerintah Nomor-72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur1 1991 Nomor 94, Tambahan Lembar n Neﬂar“ Republik Indonesia
Nomor 2460);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan. va:
Fungsi, Susunan. Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhi
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan
kabinet periode tahun 1999 - 2004;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/0/1978 tentang Susunan Organisasi
dan Taia Kerja Taman Kanak-kanak;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/0/1978 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa,

Keputusan -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997 tentang Perubahan
Nornenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah
diubzh dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar Nomor 035/0/1997 tentang Perubahan
Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisc i dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Na:ional Nomor 090/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaas Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan
Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organi: asi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisas1 dan Tata Kerja

Departemen Pendidikan Nasional.
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- MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dava
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, T. mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah denga: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);




nperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Ajaratur Negara dengan surat Nomor
2 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nonember 2000. '

MEMUTUSKAN :

-
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000

Pasal 1 ' K

- Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengakh Umum (SMU) Swasta.

~ Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan

ini.
Pasal 2

Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP. SMU, dan SMK Neceri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan :

A Nomor 0296/0/1578;

b. Nomor 0295/0/1978:

S, Nomor 034/0/1997;

d. Nomor 035/0/1997;

¢ Nomor 036/0/1997.

(2)  Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
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Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan
penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masiag. '

" Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propmsx dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum
dalam kolom 7 Lampiran | Keputusan ini. ‘

Pasal 5
Dengar berlakunya Keputusan ini, jumlah : ,
| Taman Kanak-kanak (TK) Negeri 235 buah;
<4 Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 38 buak;
3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri  10.743 buah;
4 Sekolah Menengah Umum : (SMU) Negeri 2.907 buah;
5 Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 794 bnah;
yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di J: <arta
‘pada tanggal 17 Nopember 2000
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
tid.

YAHYA A. MUHATMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...
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